	


KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR        / 

TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 
KABUPATEN KARANGANYAR 
BUPATI KARANGANYAR, 
	Menimbang 
	:
	a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan  Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87   Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;


	Memperhatikan
	:
	Kesepahaman Bersama antara Kepolisian Resor Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, DPRD Kabupaten Karanganyar, Kodim 0727/Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 20/XI/2016/RES.KRA; 700/55/MoU/XI/2016; 700/4431/2016; B/ 1490/X1/2016; B.1749/O.3.33/XI/2016; W12.U31/1793/PL.09/XI; W11A19/2081/HK.quO.9 /Xl/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Karanganyar.


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU 
	:
	Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 

	KEDUA
	:
	Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud  Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Penanggungjawab

Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kc Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.

2. Ketua Pelaksana
a. membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan pemberantasan pungutan liar;
b. melaporkan kegiatan pemberantasan pungutan liar secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;

c. melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan pemberantasan pungutan liar;

d. melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja.
3. Wakil Ketua Pelaksana
Membantu tugas Ketua Pelaksana dalam koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar.

4. Kelompok Ahli
Memberikan masukan dan saran kepada kasatgas berkaitan dengan tugas satgas, dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan satgas. 
5. Sekretaris
Membantu pelaksanaan tugas kasatgas, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 6 kepala bidang yaitu : bidang operasi, bidang logistik, bidang administrasi umum, bidang keuangan dan bidang data dan informasi serta bidang publikasi umum.
6. Kelompok Kerja I Unit lntelejen
a. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
b. melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
c. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana;
d. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
7. Kelompok Kerja II Unit Pencegahan
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

8. Kelompok Kerja III Unit Penindakan 
Melakukan upaya upaya represif diantaranya Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli.
9. Kelompok Kerja IV Unit Justisia
Mempelajari, meneliti, menganalisa laporan hasil investigasi dari pokja unit penindakan dan mengusulkan pengenaan sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai dan melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum apabila terdapat unsur pidana.


	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.

	KEEMPAT
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karanganyar.

	KELIMA
	:
	 Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/ 657 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



	KEENAM
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah  Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten   Karanganyar; 
3. Tim yang bersangkutan. 
	Ditetapkan
di Karanganyar

pada tanggal 

BUPATI KARANGANYAR,
JULIYATMONO


	Telah dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1. Asisten Pemerintahan dan kesra
	

	2. Inspektur Daerah
	

	3. Sekretaris Inspektorat Daerah
	


	
	LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR    :                   TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KARANGANYAR


SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KARANGANYAR
	NO
	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
	JABATAN DALAM INSTANSI

	1
	2
	3

	1.


	Penasehat
	1.Bupati Karanganyar.

	
	
	2.Wakil Bupati Karanganyar.

	
	
	3.Kapolres Karanganyar.

	
	
	4.Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar.

	
	
	5.Komandan KODIM 0727 Karanganyar.

	
	
	6.Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

	2.
	Ketua Pelaksana
	1.Wakapolres Karanganyar.

	
	
	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.

	3.
	Wakil Ketua
	1.Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar.

	
	
	2.Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karanganyar.

	4.
	Sekretaris
	1.Kabag Ops Polres Karanganyar.

	
	
	2.Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten  Karanganyar.

	
	
	3. Kasatpol PP Kabupaten karanganyar.

	5.
	Bidang Operasional
	Kasubbag Bin Polres Karanganyar.

	6.
	Bidang Logistik
	Kasubbag Humas Polres Karanganyar.

	7.
	Bidang Administrasi Umum
	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.

	8.
	Bidang Keuangan
	1. Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah 

2. 1 (satu) orang Auditor muda pada Inspektorat Daerah 

	9.
	Bidang Data Informasi
	1.Kasiwas Polres Karanganyar.

	
	
	2.1 (satu ) orang fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah 
3. 1 (satu) Penata Laporan Keuangan Pada Inspektorat Daerah

	10.
	Ketua Unit Intelijen
	Kasat Intel Polres Karanganyar.

	
	Sekretaris
	Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Karanganyar.



	
	Anggota
	1.Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karanganyar.

	
	
	2.Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar.

	
	
	3.Irban wilayah I bidang Pemerintahan Aparatur Hukum dan RB

	
	
	4. Pasi Intel kodim 0727 karanganyar.

	
	
	5.Kanit IV Intelkam Polres Karanganyar.

	11.
	Ketua Unit Pencegahan
	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karanganyar.

	
	Sekretaris
	KBO Sat Binmas Polres Karanganyar.

	
	Anggota
	1. Kasubag Hukum Polres

	
	
	2. Kepala Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

	
	
	3. Irban Wil II  Bid. Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

	
	
	4. Kasubbag Bantuan Hukum Setda kabupaten karanganyar.

	
	
	5. P2UPD muda pada Inspektorat

	12.
	Ketua Unit Penindakan
	Kasat Reskrim Polres Karanganyar.

	
	Sekretaris
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

	
	Anggota
	1. Kanit II Satreskrim Polres Karanganyar.

	
	
	2. Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar

	
	
	3. Irban Wil. III    Bid.   Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

	
	
	4. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat 

	
	
	5. Kasi. Propam Polres Karanganyar.

	13.
	Ketua Unit Justisia
	Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karanganyar.

	
	Sekretaris
	Kanit I Satreskrim Polres Karanganyar.

	
	Anggota
	1. Kabag. Hukum Setda kabupaten Karanganyar.

	
	
	2. Irban Wil IV Bid. Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan.

	
	
	3. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Daerah 

	
	
	4. 1(satu) Orang Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah

	
	
	5. 1(satu) Orang auditor muda

	14.
	Kelompok Ahli
	1.Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan.

	
	
	2. Kasdim 0727 Karanganyar.

	
	
	3.KBO Satreskrim Polres Karanganyar.

	
	
	4.Kanit III Satreskrim Polres karanganyar.


	Telah dikoordinasikan

	Pejabat
	Paraf

	1. Asisten Pemerintahan dan kesra
	

	2. Inspektur Daerah
	

	3. Sekretaris Inspektorat Daerah
	


BUPATI KARANGANYAR,
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JULIYATMONO
